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1. Undang - Undang Darurat Nornor 4 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten 

dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091); 

2. Undang - Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Mengingat 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2J 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) 

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah ctiubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat dan 
Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraruran 

Bupati Bengkulu Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BENGKULU SELATAN, 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN 
NOMOR ~ TAHUN 2024 

BUPATIBENGKULUSELATAN 
PROVINSIBENGKULU 
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Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

, 

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 
2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 10); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu 
Tahun 2013, Nomor 15); 

11. Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Bengkulu Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu 

Tahun 2024 Nomor 11); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 
Tahun 2011 Nomor 7); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 
Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 

8); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Oaerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 

03); 
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Dularn Pcruturan Buputi ini, yung dirnuksud dcngun : 
1. Ducrah adalah Kabupatcn Bcngkulu Sclaton. 
2. Perncrintah Daerah adalah Pcrncrintah Kabupatcn Bcngkulu Sclatan. 

3. Bupati udalah Bupati Bcngkulu Sclatan. 
4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD 

adalah DPRD Kabupatcn Bengkulu Sclatan. 
5. Rcncana Pcmbangunan .Jangka Panjang Docrah yang selanjutnya 

disingkat RP,JPD adalah untuk periodc 20 (duo puluh) tahun sebagai 
pcrwujudon komitmcn docrah. 

6. Rcncona Pcmbongunon Jongka Mcnengoh Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah untuk pcriodc 5 (lima) tohun acbagai komitmen 
Kepala Daerah dalarn mcwujudkun visi don misi untuk mcnsejahterakan 

rakyat. 
7. Rencana Kcrja Pernbangunan Dacrah, sclunjutnya disebut RKPD adalah 

dokumcn percncanaan dacrah untuk pcriodc 1 [satu] tahun yang 
rnerupakan pcnjabaran dari Rcncana Pernbangunan Jangka Mencngah 

Daerah yang mcngacu pada RKP, mcmuat rancangan kerangka ekonomi 
daerah, prioritas pcrnbangunan daerah, rencana kerja dan 
pcndanaannya, baik yang dllaksanakan Iangsung olch Pcmerintah Daerah 

maupun yang diternpuh dcngan mendorong pnrtlsipnsi masyorokot. 

8. Rencona Strutcgis Organisusi Perangkat Dacruh yang sclonjutnya 

dislngkat Renstra OPD adalah dokumcn pcrcncanaan OPD untuk periodc 

5 (limo) tahun. 
9. Rencono Kerju Organlsusl Pcrangkat Dnerah yang selonjutnyu disingknt 

Rcnju - OPD odoloh Dokumen Pcrencunuan Orgnnlsuel Perungkat Dncrah 

untuk perlode 1 (satu) tahun. 

Put-101 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANO RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAII KAOUPATEN BENOKULU SELATAN 

TAHUN 2025. 

Mcnctupkun 

MEMUTUSKAN : 
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10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan y.Jn~ :1;l;Jn'1Jt ,~ r!,'..r»'~;, 

Musrenbang adalah Rencana Pembangunan I :, ,v>n:;I ,fan P,;r.t.hr,;, 

Pernbangunan Daerah sebagai prosee r~rt;n.<~_m;,;m t;:rf/,1 ,;'> :, .;J.r::, .1 

masyarakat. 

11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :;:,n~ :1;!;,r. • • 'l~ 
disingkat RAPBD adalah RAPBD Kabupatzn lknv)wlu ~!;, r;m. 

12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya dit:fo,')-__;, r!t:rwfan (J?IJ 

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah pr1,11n~j ~n 

kabupaten/kota. 

13. Satuan kerja adalah bagian/unit Pernerintah Daerah y:m~ m~l;,k.;..:,r.;,v,n 

satu atau beberapa kegiatan dari Pemerintah Daerah. 

14. Sadan Perencanaan Pernbangunan Daerah Penelitian dan P~t',,#;rfl "hfi;,JJn 

yang selanjutnya disingkat Bappeda Litb-,mv, adalah B-,,1JV.r..;, Li ~rii 
Kabupaten Bengkulu Selatan. 

15. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang IY:-rwrw;~un,r, j:.,·11:., U;rt-.;;;-!h;; 
pelaksanaan tugas dan Iungsi perencanaan pernbangunan di Daerah 
Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Kepala Badan P~":r.'A.F>hhn 

Pembangunan Daerah Penelitian clan Pengernbangan ya~ 1Y;l;,r,j tr.J:;, 

disebut Kepala Bappeda Litbang, 

16. Visi adalah rumusan umum rnengenai keadaan yang diinginkan ~r..;;, 

akhir periode perencanaan. 

17. Misi adalah rurnusan umum rnengenai upaya-upaya y,mg azan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

18. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program 
indikatif untuk mewujudkan visi dan rnisi. 

19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diarnbil oleh pernerintah 
pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 

20. Program adalah instrurnen kebijakan yang berisi satu atau lebih ~l.aJl 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Iembaga untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau ke-'~ta.n 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pernerintah. 

21. Pagu indikatif adalah indikasi anggaran yang akan diberikan L't)a · 

Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 

Penyusunan Rencana Kerja OPD. 
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(1) RKPD Tahun 2025 menggambarkan kebijakan, program, kegiatan, 

sasaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas/instansi 
dalam Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2025. 

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: 

a. lnstrumen yang memuat berbagai kebijakan, program prioritas dan 
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun 

anggaran 2025 dalam rangka untuk mewujudkan serta 
meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. 

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten 
Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025. 

Pasal 3 

(3) Uraian Bab I sampai dengan Bab VII sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
BAB IV 

BAB III 
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah 
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah untuk jangka waktu 

1 (satu) tahun 
BAB VI Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
BAB VII Penutup 

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan Dokurnen Perencanaan Daerah 

Kabupaten Bengkulu Selatan dalam periode 1 (satu) tahun yang 

dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. 

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

se bagai beriku t : 
BAB I Pendahuluan 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 
NOMOR ~ 

SU KARN I 

Diundangkan di Man~a 
pada tanggal 3 Jut.A 2024 
SEKRETARIS DAERAH 

KULU SELATAN, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Selatan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan 
Prioritas Plafon Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bengkulu Selatan. 

Pasal 4 
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